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ABSTRAK

Sengketa tanah adat di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang mencerminkan ketimpangan antara sistem hukum nasional dengan realitas hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat, pengakuan ini belum diikuti dengan kepastian hukum dan perlindungan secara administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum tanah adat, mekanisme pembuktian hak atas tanah tanpa sertifikat, serta tantangan dalam implementasi kebijakan terkait perlindungan tanah ulayat. Metode yang digunakan adalah studi literatur (literature review) terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder, termasuk regulasi terbaru dan hasil penelitian lima tahun terakhir.Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak tanah adat belum memiliki status hukum yang jelas akibat belum adanya pengakuan resmi dari pemerintah daerah. Selain itu, proses pembuktian di pengadilan masih mengutamakan bukti formal, yang menyulitkan masyarakat adat dalam mempertahankan haknya karena minimnya dokumen legal. Regulasi seperti Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 telah memberikan arah penatausahaan tanah ulayat, namun implementasinya belum optimal akibat keterbatasan kapasitas birokrasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan minimnya pemetaan partisipatif. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah adat memerlukan percepatan pengakuan formal oleh pemerintah, penyederhanaan sistem pendaftaran tanah adat, reformasi mekanisme pembuktian, serta integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Diperlukan pula evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada agar pelaksanaannya benar-benar berpihak pada masyarakat hukum adat. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara negara dan komunitas adat dalam mewujudkan keadilan agraria yang berkelanjutan.
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ABSTRACT
Customary land disputes in Indonesia are a complex issue that reflects the imbalance between the national legal system and the reality of customary law that exists within the community. Although the Basic Agrarian Law (UUPA) recognizes the customary rights of customary law communities, this recognition has not been accompanied by legal certainty and administrative protection. This study aims to analyze the legal status of customary land, the mechanism for proving land rights without certificates, and the challenges in implementing policies related to customary land protection. The method used is a literature review of primary and secondary legal sources, including the latest regulations and research results from the last five years. The results show that much customary land does not have a clear legal status due to the lack of official recognition from local governments. Furthermore, the evidentiary process in court still prioritizes formal evidence, which makes it difficult for indigenous communities to defend their rights due to the lack of legal documents. Regulations such as the Minister of ATR/BPN Regulation No. 18 of 2019 have provided direction for the administration of customary land, but their implementation has not been optimal due to limited bureaucratic capacity, weak inter-institutional coordination, and a lack of participatory mapping. The conclusion of this study confirms that legal protection for customary land requires accelerated formal recognition by the government, simplification of the customary land registration system, reform of the evidentiary mechanism, and integration of customary law into the national legal system. Regular evaluation of existing policies is also necessary to ensure their implementation truly benefits indigenous communities. This study recommends synergy between the state and indigenous communities in realizing sustainable agrarian justice.
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Latar Belakang 

Tanah adat merupakan bagian penting dari identitas budaya, sumber penghidupan, dan struktur sosial masyarakat adat di Indonesia. Sebagai aset yang diwariskan secara turun‑temurun, tanah adat tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga nilai historis, ekologis, dan spiritual bagi komunitasnya. Namun, dalam praktiknya banyak masyarakat adat menghadapi tantangan hukum serta sosial yang signifikan dalam mempertahankan hak atas tanahnya, terutama ketika tanah tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan formal seperti sertifikat. Konteks hukum agraria di Indonesia yang diatur oleh Undang‑Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menjamin pengakuan atas hak ulayat masyarakat hukum adat, tetapi implementasi di lapangan seringkali mengalami hambatan yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah adat. Salah satu aspek utama yang memicu konflik adalah ketidakjelasan status hukum tanah adat setelah UUPA diberlakukan. UUPA mengakui keberadaan hukum adat dan hak ulayat masyarakat adat, namun pengaturan spesifik mengenai prosedur pengakuan, pembuktian, pendaftaran, dan perlindungan hukum tanah adat dalam banyak kasus masih belum memadai. Misalnya, Mutia Zahra dan Ery Agus Priyono (2024) menyebut bahwa setelah berlakunya UUPA, masih terdapat banyak tanah yang dikuasai secara adat tanpa bukti formal, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap sengketa. Demikian pula, Siska Uli Hutasoit (2025) dalam kajiannya menyebut bahwa tanah adat tanpa sertifikat menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pengakuan hukum meskipun UUPA telah mengatur hak ulayat masyarakat hukum adat.
Kedua, konflik dan sengketa atas tanah adat sering disebabkan oleh tumpang tindih regulasi, interpretasi hukum yang berbeda, dan kekurangan bukti formal. Di satu sisi, hukum adat bersifat normatif dan tidak selalu tertulis; di sisi lain, hukum nasional mensyaratkan bukti tertulis atau sertifikasi untuk pengakuan kepemilikan secara formal. Hal ini menciptakan dualisme norma hukum yang melemahkan posisi masyarakat adat dalam proses hukum formal. Studi “Eksistensi Hukum Adat dalam Harmonisasi Pendaftaran Tanah Berdasarkan UUPA” mencatat bahwa meskipun norma hukum adat diakui dalam UUPA, dalam praktik pendaftaran tanah modern persyaratan administratif seringkali tidak mengakomodasi karakteristik hukum adat, seperti kepemilikan komunal dan bukti tradisional. Permasalahan lain yang muncul dalam literatur adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang masih belum berjalan optimal. Apabila jalur litigasi diambil, masyarakat adat sering menghadapi kendala seperti biaya, waktu, kapasitas hukum, dan keraguan atas keadilan substantif. Sebaliknya, jalur non‑litigasi seperti mediasi atau penyelesaian melalui lembaga adat dapat lebih cepat dan lebih sesuai kearifan lokal, tetapi legalitas putusan dan kekuatan hukum eksekusinya sering dipertanyakan. Kaji yuridis terhadap hak atas tanah adat dalam penyelesaian sengketa agraria memaparkan bahwa pilihan penyelesaian melalui mediasi, arbitrase, atau negosiasi masih terbentur regulasi formal dan akses terhadap lembaga yang memiliki kapasitas dan pengakuan. 
Selain itu, kepastian hukum menjadi isu sentral dalam banyak literatur. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan pengakuan formal tetapi juga kejelasan batas, pendaftaran, dan perlindungan hukum terhadap tindakan perbuatan melawan hukum seperti perampasan atau pengambilalihan secara paksa. Mutia Zahra & Ery Agus Priyono (2024) menyebut bahwa banyak lahan adat yang masih dikuasai secara adat namun tidak memiliki bukti tertulis, sehingga ketika timbul sengketa, masyarakat adat kesulitan membuktikan statusnya. Studi‐studi lain juga menunjukkan bahwa peraturan daerah dan pranata adat lokal sering kurang sinkron dengan peraturan nasional, yang menyebabkan masyarakat adat menanggung beban pembuktian yang tinggi.
Konteks lain yang juga dibahas dalam literatur adalah perlindungan terhadap hak masyarakat adat dalam praktek‑pengambilalihan tanah (land grabbing) dan konversi fungsi lahan. Praktik ini seringkali melibatkan perusahaan swasta atau proyek pemerintah yang mengambil alih tanah adat tanpa prosedur yang adil, kompensasi yang layak, atau persetujuan masyarakat adat. Penelitian “Konflik Lahan dan HAM: Telaah Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat di Indonesia dari Praktik Land Grabbing dan Green Grabbing” misalnya mengungkap bahwa regulasi yang ada sering tumpang tindih dan tidak mampu mencegah praktek penguasaan lahan yang merugikan masyarakat adat.
Lebih jauh, ada kebutuhan yang kuat dalam literatur untuk melakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, sehingga norma dan praktik adat dapat diakui secara formal dan memperoleh perlindungan setara dalam sistem hukum positif. Hal ini mencakup regulasi yang mengatur pendaftaran tanah adat, batas‑batas hak ulayat, prosedur penyelesaian sengketa yang memperhitungkan norma adat dan karakteristik lokal, serta peran aktif lembaga adat dalam penyelenggaraan penyelesaian sengketa. Kajian “Eksistensi Hukum Adat dalam Harmonisasi Pendaftaran Tanah Berdasarkan UUPA” menunjukkan bahwa meskipun ada upaya harmonisasi, praktik di lapangan sering masih mengabaikan atau mereduksi aspek adat.
Dengan berbagai temuan tersebut, penelitian literatur terkini tentang sengketa tanah adat dalam perspektif hukum agraria nasional menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum formal (UUPA dan peraturan pelaksana) sudah memberikan landasan pengakuan terhadap hukum adat dan hak ulayat, dalam kenyataan, kapasitas hukum masyarakat adat untuk membuktikan, mempertahankan, dan menyelesaikan sengketa atas tanah adat masih terbatas. Identifikasi faktor‑faktor penghambat, penyebab konflik, dan mekanisme penyelesaian terbaik serta kebijakan yang diperlukan menjadi sangat penting agar hak tanah adat dilindungi secara efektif dan keadilan substantif tercapai.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan tinjauan pendahuluan di atas, beberapa rumusan masalah yang dapat dikembangkan:
1. Bagaimana status hukum tanah adat menurut UUPA dan regulasi pendukungnya dalam kaitannya dengan hak ulayat masyarakat hukum adat?
2. Apa saja faktor penyebab utama timbulnya sengketa tanah adat di Indonesia dalam lima tahun terakhir?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat yang paling efektif, termasuk melalui jalur litigasi dan non‑litigasi?
4. Apa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pengakuan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa tanah adat dalam kerangka hukum agraria nasional?
Metode
Penelitian ini menggunakan metode literatur review atau studi pustaka untuk menganalisis berbagai sumber ilmiah terkait sengketa tanah adat dalam perspektif hukum agraria nasional. Data diperoleh dari artikel jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan topik, keterbaruan, serta keterkaitan dengan aspek hukum adat, hukum agraria, dan penyelesaian sengketa. Sumber data dikumpulkan melalui pencarian di database seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal perguruan tinggi. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema seperti status hukum tanah adat, faktor penyebab konflik, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sintesis atas permasalahan tanah adat dalam sistem hukum nasional, serta memberikan masukan untuk kebijakan yang lebih responsif terhadap masyarakat adat.



Pembahasan
1. Status Hukum Tanah Adat dan Hak Ulayat
Status hukum tanah adat di Indonesia memiliki posisi yang cukup kompleks dalam sistem hukum agraria nasional. Secara normatif, pengakuan terhadap tanah adat dan hak ulayat masyarakat hukum adat telah diatur dalam Undang‑Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 3 UUPA disebutkan bahwa. "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi." Klausul ini memberikan dasar hukum bagi pengakuan terhadap eksistensi tanah ulayat dan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang sah. Namun, pengakuan tersebut bersifat kondisional dan terbatas pada keberadaan yang “menurut kenyataannya masih ada” serta tunduk pada asas kepentingan nasional. Hal ini menimbulkan problem implementasi, terutama ketika negara mengedepankan proyek-proyek pembangunan yang berbenturan dengan klaim tanah adat. 
Dalam praktiknya, pengakuan formal terhadap tanah ulayat tidak serta merta terjadi, bahkan sering bergantung pada adanya produk hukum daerah seperti peraturan daerah (perda) atau keputusan kepala daerah yang menetapkan keberadaan masyarakat adat dan wilayah ulayatnya. Studi oleh Pribadi, Fuad, & Machmud (2025) menyatakan bahwa kurangnya sinkronisasi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan lembaga pertanahan nasional mengakibatkan proses pengakuan menjadi lamban dan tidak merata di seluruh Indonesia. Mereka menyebutkan bahwa hingga saat ini, hanya sebagian kecil dari wilayah adat yang telah memperoleh pengakuan hukum secara formal dan tercatat dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Lebih lanjut, keberadaan hak ulayat memiliki ciri khas komunal, artinya tanah dikuasai oleh kelompok masyarakat adat secara bersama, bukan oleh individu. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam sistem agraria nasional yang cenderung mengutamakan kepemilikan individu melalui hak milik, hak guna usaha (HGU), atau hak pakai, yang didasarkan pada bukti sertifikat. Penyesuaian antara sistem kepemilikan komunal dengan sistem sertifikasi tanah modern masih belum optimal. Seperti dicatat oleh Alicia Tirsha Lahengkang (2025), ketentuan hukum agraria nasional belum sepenuhnya responsif terhadap struktur sosial adat yang tidak mengenal konsep individualisasi tanah sebagaimana dimaksud dalam sistem hukum Barat.
Dalam kerangka hukum positif, hak ulayat tidak otomatis mendapat perlindungan hukum apabila belum dikukuhkan oleh negara. Sebagian besar masyarakat adat menguasai tanah secara turun-temurun tanpa melalui proses legal formal seperti pendaftaran atau sertifikasi. Akibatnya, ketika tanah adat tersebut bersinggungan dengan proyek investasi, perluasan wilayah administrasi, atau diklaim oleh pihak ketiga, posisi hukum masyarakat adat menjadi lemah di hadapan hukum. Ini diperkuat oleh penelitian Zahra & Priyono (2025) yang menemukan bahwa masyarakat hukum adat yang tidak memiliki sertifikat atau pengakuan formal sangat rentan kehilangan hak atas tanah mereka dalam proses penyelesaian sengketa, karena bukti hukum yang mereka miliki tidak dianggap sah dalam sistem peradilan.
Peraturan pelaksana seperti Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat dan Tanah Hak Asal Usul juga telah mencoba memberikan prosedur bagi pengakuan hak ulayat melalui dua tahap, yaitu:
1. Penetapan keberadaan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah; dan
2. Penetapan batas wilayah tanah ulayat.
Namun, keberhasilan implementasi peraturan ini sangat bergantung pada inisiatif pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat hukum adat. Dalam beberapa kasus, proses ini terganjal oleh konflik kepentingan, ketidakpastian tata batas, atau minimnya pemahaman aparat terhadap konsep hak ulayat. Selain itu, terdapat perbedaan paradigma antara hukum negara yang berbasis kepastian formal dan tertulis, dengan hukum adat yang berbasis pada tradisi, lisan, dan legitimasi sosial. Paradoks ini menjadi sumber ketegangan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap tanah adat tidak hanya bergantung pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada sikap politik negara dalam menghargai keberagaman hukum lokal sebagai bagian dari sistem hukum nasional.
Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa status hukum tanah adat dan hak ulayat di Indonesia diakui secara normatif, tetapi lemah secara implementatif. Pengakuan formal memerlukan syarat administrasi yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh semua masyarakat hukum adat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses terhadap lembaga hukum dan pertanahan. Oleh karena itu, reformasi hukum dan kelembagaan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang sejati bagi tanah adat dan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia.
2. Kepemilikan Tanah Adat Tanpa Sertifikat dan Bukti Pembuktian
Kepemilikan tanah adat tanpa sertifikat menjadi isu sentral dalam sengketa agraria di Indonesia. Sebagian besar masyarakat hukum adat menguasai dan memanfaatkan tanah secara turun-temurun berdasarkan norma adat, tanpa dokumen legal formal seperti sertifikat hak milik. Hal ini menyebabkan tanah adat berada dalam posisi hukum yang lemah ketika terjadi konflik kepemilikan atau pengambilalihan oleh pihak lain. Zahra dan Priyono (2025) menyatakan bahwa banyak tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat secara faktual, namun tidak tercatat dalam sistem pendaftaran tanah nasional, sehingga sulit dibuktikan secara hukum. Dalam praktiknya, bukti pembuktian kepemilikan tanah adat masih bergantung pada kesaksian tokoh adat, riwayat penguasaan, batas alam, dan bukti fisik seperti tanaman atau bangunan. Namun, sistem peradilan Indonesia lebih mengutamakan bukti tertulis, seperti sertifikat atau akta jual beli, dibandingkan bukti lisan atau tradisional.
Hal ini mengakibatkan masyarakat adat sering kali kalah dalam proses litigasi karena tidak mampu memenuhi standar pembuktian formal. Seperti diungkapkan dalam studi oleh Lahengkang (2025), pengabaian terhadap bentuk-bentuk bukti tradisional merupakan bentuk marginalisasi hukum terhadap masyarakat adat yang masih hidup dalam sistem hukum non-formal. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pengakuan hukum terhadap sistem pembuktian adat sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa tanah.
3. Peralihan Hak atas Tanah Adat dan Klaim Kepemilikan Pribadi
Peralihan hak atas tanah adat merupakan isu yang kompleks dan penuh tantangan dalam konteks hukum agraria nasional Indonesia. Secara tradisional, tanah adat dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat berdasarkan norma dan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hak atas tanah adat bersifat komunal dan tidak mengenal konsep kepemilikan individual seperti yang dikenal dalam sistem hukum negara. Namun, dalam praktiknya, terjadi pergeseran di mana sebagian tanah adat diklaim sebagai milik pribadi oleh individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat adat itu sendiri. Klaim kepemilikan pribadi ini biasanya muncul karena adanya pemanfaatan secara intensif oleh individu selama beberapa generasi, yang kemudian menimbulkan persepsi bahwa tanah tersebut merupakan milik pribadi yang dapat dipindahtangankan secara hukum formal. Fenomena ini menimbulkan konflik internal di masyarakat adat dan menimbulkan tantangan dalam mempertahankan hak ulayat secara kolektif. Hukum positif Indonesia, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa peralihan hak atas tanah harus dilakukan melalui prosedur formal, termasuk pendaftaran dan penerbitan sertifikat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi pemiliknya. Namun, tidak semua tanah adat telah melalui proses ini karena keterbatasan akses, biaya, dan ketidaktahuan masyarakat adat terhadap prosedur hukum formal.
Penelitian Andini dan Dewi (2023) menyoroti bahwa klaim kepemilikan pribadi atas tanah adat sering menimbulkan sengketa karena bertentangan dengan konsep kolektif yang diatur dalam hukum adat. Sengketa tersebut tidak hanya terjadi antara masyarakat adat dan pihak eksternal, tetapi juga di antara anggota masyarakat adat sendiri. Proses litigasi dalam kasus-kasus seperti ini cenderung rumit dan memakan waktu, di mana pembuktian kepemilikan seringkali menjadi kendala utama karena kurangnya dokumen formal dan bukti tertulis yang diakui oleh sistem hukum negara. Dengan demikian, peralihan hak atas tanah adat dan klaim kepemilikan pribadi menuntut adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, serta perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang sensitif terhadap nilai-nilai dan norma masyarakat adat agar keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud secara seimbang.
4. Penatausahaan Tanah Ulayat dan Regulasi Pelaksana
Penatausahaan tanah ulayat merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanahnya. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan dasar hukum pengakuan hak ulayat, pelaksanaan dan penatausahaannya memerlukan regulasi pelaksana yang mengatur secara teknis dan prosedural. Salah satu regulasi yang berperan penting adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat dan Tanah Hak Asal Usul. Regulasi ini memberikan panduan tentang tahapan pengakuan dan penatausahaan tanah ulayat, yang terdiri dari dua tahap utama. Pertama, penetapan keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah ulayat oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi. Kedua, penetapan batas wilayah tanah ulayat yang dilakukan melalui proses pemetaan dan validasi partisipatif bersama masyarakat adat. Tahapan ini penting untuk memberikan kepastian batas wilayah dan status tanah ulayat yang dikuasai masyarakat hukum adat. Namun, implementasi regulasi ini menghadapi berbagai kendala. Studi oleh Bramantyo dan Susilowati (2022) mengungkapkan bahwa belum semua pemerintah daerah memiliki produk hukum daerah yang mengakui dan menetapkan wilayah masyarakat adat secara formal. Perbedaan jenis produk hukum—antara peraturan daerah (perda) dan penetapan kepala daerah—serta minimnya koordinasi antar lembaga terkait, menyebabkan proses pengakuan tanah ulayat berjalan lambat dan tidak merata.
Selain itu, tantangan teknis seperti kurangnya sumber daya untuk pemetaan partisipatif dan ketidakjelasan tata batas wilayah sering menimbulkan konflik antar masyarakat adat dan dengan pihak lain. Dalam konteks ini, regulasi pelaksana harus didukung oleh komitmen politik yang kuat, pelibatan aktif masyarakat adat, serta peningkatan kapasitas lembaga pemerintah agar penatausahaan tanah ulayat dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penatausahaan tanah ulayat melalui regulasi pelaksana merupakan instrumen penting untuk mewujudkan pengakuan hukum yang nyata atas hak-hak masyarakat adat, sekaligus memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia.
5. Kepastian Hukum dan Tantangan Praktis
Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum agraria nasional. Namun, dalam konteks tanah adat, kepastian hukum masih menjadi persoalan yang kompleks dan berlapis. Meskipun UUPA telah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat, pengakuan tersebut bersifat deklaratif dan memerlukan pembuktian administratif yang sulit dipenuhi oleh masyarakat adat. Hal ini menyebabkan status hukum tanah adat berada dalam posisi rawan, terutama ketika berhadapan dengan hukum positif yang mensyaratkan bukti tertulis dan formal. Salah satu tantangan utama dalam memberikan kepastian hukum terhadap tanah adat adalah keterbatasan akses masyarakat hukum adat terhadap sistem pendaftaran tanah nasional. Tanah-tanah yang dikuasai secara turun-temurun seringkali tidak tercatat dalam sistem pertanahan, karena tidak memenuhi persyaratan formal seperti dokumen kepemilikan, akta jual beli, atau sertifikat. Studi oleh Zahra dan Priyono (2025) menunjukkan bahwa masyarakat adat menghadapi hambatan administratif, ekonomi, dan informasi untuk melakukan legalisasi atas tanahnya. Hal ini diperburuk oleh birokrasi yang panjang, serta minimnya dukungan teknis dari pemerintah daerah dan lembaga pertanahan.
Selain itu, bukti pembuktian dalam sengketa tanah adat masih didominasi oleh pendekatan hukum negara yang cenderung menomorsatukan bukti tertulis. Sistem pembuktian adat seperti kesaksian tokoh adat, sejarah penguasaan, atau bukti alamiah seringkali tidak diakui dalam proses peradilan. Lahengkang (2025) menyatakan bahwa standar pembuktian yang rigid dan legalistik menyebabkan masyarakat adat kesulitan membuktikan hak atas tanah yang mereka kuasai secara historis. Di sisi lain, regulasi pelaksana seperti Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 belum sepenuhnya dapat dioperasionalkan secara merata di daerah. Banyak pemerintah daerah belum menerbitkan produk hukum yang mengakui masyarakat adat, sehingga proses penetapan wilayah ulayat terhambat. Lemahnya koordinasi antarlembaga dan belum optimalnya pemetaan partisipatif juga menjadi faktor penghambat. Dengan demikian, kepastian hukum bagi tanah adat tidak cukup hanya dengan pengakuan normatif, tetapi memerlukan dukungan sistemik melalui regulasi operasional, kemudahan pembuktian, serta keberpihakan institusi hukum terhadap masyarakat hukum adat.
KESIMPULAN
Sengketa tanah adat di Indonesia mencerminkan ketidaksinkronan antara sistem hukum nasional dan realitas sosial masyarakat adat yang masih mempertahankan sistem kepemilikan komunal berbasis hukum adat. Walaupun secara normatif Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 mengakui eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat, pengakuan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif. Dalam praktiknya, masyarakat hukum adat masih kesulitan memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai secara turun-temurun, karena tidak memiliki dokumen formal yang diakui oleh sistem hukum negara. Salah satu hambatan utama adalah ketergantungan hukum positif terhadap bukti tertulis, seperti sertifikat atau akta, dalam proses pembuktian hak atas tanah. Padahal, sebagian besar tanah adat diwarisi secara lisan dan kolektif, dengan bukti penguasaan berbasis sejarah, kesaksian adat, dan batas alamiah. Sayangnya, bukti semacam ini seringkali tidak diakui dalam sistem pembuktian hukum negara, sehingga masyarakat adat berada dalam posisi yang lemah ketika menghadapi konflik atau gugatan dari pihak luar.
Lebih lanjut, peralihan hak atas tanah adat ke bentuk kepemilikan individu juga menunjukkan adanya pergeseran nilai dan tekanan sistem hukum nasional yang tidak sepenuhnya memahami struktur sosial masyarakat adat. Hal ini menimbulkan konflik internal dan memperparah ketidakpastian hukum di wilayah adat. Meskipun telah ada regulasi pelaksana seperti Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019, implementasinya masih terhambat oleh minimnya political will pemerintah daerah, belum optimalnya pemetaan partisipatif, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Produk hukum daerah yang diperlukan untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah ulayat mereka juga belum banyak diterbitkan. Secara keseluruhan, kepastian hukum atas tanah adat di Indonesia masih bersifat semu dan sangat bergantung pada proses formal yang sulit diakses oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini membutuhkan pendekatan yang tidak hanya legal-formalistik, tetapi juga sosiologis, kultural, dan politis.
SARAN
Pemerintah pusat dan daerah perlu segera mempercepat proses pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat dan wilayah ulayat mereka. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah, yang menjadi dasar penting dalam penetapan dan penatausahaan tanah ulayat sesuai dengan ketentuan Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019. Tanpa pengakuan resmi, upaya perlindungan hukum terhadap tanah adat akan terus terhambat. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian ATR/BPN perlu menyederhanakan mekanisme pendaftaran tanah adat agar lebih inklusif dan adaptif terhadap struktur sosial masyarakat adat. Proses ini harus disertai dengan pendekatan pemetaan partisipatif berbasis komunitas, guna memastikan keterlibatan langsung masyarakat adat dalam mengidentifikasi dan menetapkan batas wilayahnya. Sistem pembuktian hak atas tanah dalam peradilan agraria juga perlu direformasi. Mekanisme yang selama ini terlalu menekankan pada bukti dokumen harus diperluas untuk mengakomodasi bentuk-bentuk pembuktian non-formal seperti kesaksian tokoh adat, sejarah penguasaan, dan bukti fisik tradisional. Hal ini sangat penting agar masyarakat adat tetap dapat memperoleh keadilan meski tidak memiliki sertifikat tanah.
Peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat melalui pendidikan hukum dan pendampingan juga harus menjadi prioritas. Lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman hukum dan advokasi bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak atas tanahnya, baik melalui jalur administratif maupun litigasi. Selain itu, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional perlu diperkuat. Hukum adat harus diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia, bukan sekadar pelengkap. Pendekatan pluralisme hukum diperlukan agar sistem agraria nasional dapat mengakomodasi keberagaman struktur kepemilikan tanah di Indonesia. Akhirnya, pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan pengakuan tanah adat. Evaluasi ini harus mencakup efektivitas regulasi yang ada, seperti Permen ATR/BPN No.   Tahun 2019, sekaligus menilai sejauh mana dampaknya terhadap perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat secara nyata di lapangan.
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